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MOTTO :

“Perkawinan dan keluarga yang baik dan
bertanggung jawab, sesungguhnya membawa
kebahagiaan yang khusus dan istimewa bagi
manusia”.

(Aristoteles)

Intisari . Januari 1996 . Majalah Bulanan Untuk Umum Edisi XXI! Nomor 396 .
P.T. intisari Mediatama . Jakania .
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RINGKASAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam
kehidupan manusia disamping kelahiran dan kematian . Menurut pasal 1
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Pengertian perkawinan di atas
mengandung maksud dan tujuan dari suatu perkawinan .

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar
pertimba'ngan hakim dalam memutuskan suatu pembatalan perkawinan
poligami, dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan
poligami tersebut .

Metode yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan
yaitu menggunakan pendekatan vyuridis normatif, sumber data yang
digunakan adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data
dilakukan dengan studi literatur .

Menurut pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
menentukan, bahwa "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak
tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan . Salah satu alasan
dapat dibatalkannya perkawinan poligami ialah apabila dalam pelaksanaan
perkawinan tersebut, syarat-syaratnya tidak dipenuhi (cyarat-syarat untuk
dapat melaksanakan perkawinan poligami) dan juga apabila perkawinan
tersebut tidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan agama dan
kepercayaannya (pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Timbulnya pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat
hukum serta keraguan terhadap perkawinan yang pernah dilaksanakan .
Berdasarkan hasil penulisan ini bahwa status hukum perkawinan tersebut
dianggap tidak pernah ada (never existed) . Walaupun perkawinan tersebut
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dianggap tidak pernah ada, hal ini tidak berlaku surut kepada anak-anak yang
lahir dari perkawinan tersebut, harta bersama dianggap tetap ada sampai
pada hari jatuhnya keputusan pembatalan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim kurang cermat
dalam menangani perkara pembatalan perkawinan ini . Hakim memang telah
memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga penyelesaian perkara dan akibat dari
pembatalan perkawinan tidak menyimpang dari ketentuan hukum agama
(Kristen/Katolik) tetapi hakim kurang melihat fakta yang ada apakah dalam
kasus ini tergugat ada itikad baik atau tidak, karena kalau memang dari awal
tergugat dalam perkawinannya beritkkad baik maka putusan pembatalan

perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadapnya .
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